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Penelitian in1 berangkat dari dugaan maladministrasi dalam pengelolaan
kabel telekomunikasi yang tidak beraturan di wilayah Handil Bakti, Kabupaten
Barito Kuala. Kondisi kabel yang menjuntai dan tidak tertata dinilai membahayakan
keselamatan masyarakat serta mencerminkan adanya pengabaian kewajiban hukum
oleh instansi terkait. Ketidakresponsifan pihak penyelenggara pelayanan publik
terhadap laporan masyarakat mendorong pengaduan diajukan kepada Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Penelitian ini difokuskan pada
dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana penanganan maladministrasi
oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan terhadap
laporan masyarakat mengenai kabel telekomunikasi tidak beraturan di Handil
Bakti; dan (2) apakah proses penanganan tersebut telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Peraturan Ombudsman Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian
Laporan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan
kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dengan pihak Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan,
observasi lapangan, serta studi dokumen yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan
Kalimantan Selatan telah melakukan penanganan laporan sesuai dengan tahapan
pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023,
mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan formil dan materiil, pemeriksaan
substantif, hingga penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Ombudsman
menemukan adanya maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum oleh
instansi terkait. Namun, dalam kasus ini Ombudsman lebih mengedepankan
tindakan korektif berupa perapian kabel telekomunikasi demi menjamin
keselamatan masyarakat, sehingga tidak sampai pada penerbitan rekomendasi
formal karena tindakan korektif telah dilaksanakan oleh pihak terlapor. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan maladministrasi dalam kasus ini
telah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, meskipun masih diperlukan
penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi agar permasalahan serupa
tidak terulang di kemudian hari.
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